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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800 / 08 -Kesbangpol/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR PENGELOLA BERITA WEBSITE
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam wupaya meningkatkan pelayanan kepada}
masyarakat atas kebutuhan informasi yang disediakan melalui
website (http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id);

b.  bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemutakhiran
berita website, perlu menetapkan Tenaga Operator Pengelola
Berita Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selaku
Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tenaga Operator
Pengelola Berita Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 201_4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 606);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2020 Nomor 69);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2021 Nomor 1);

Keputusan Gubernur Banten Nomor 903 /Kep.312-Huk/2020
tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan
Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan
Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani
Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional
Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2021.
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